BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Menimbang

Mengingat

DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah
diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu
disesuaikan guna mendukung pelaksanaan pelaporan harta
kekayaan penyelenggara negara yang efektif dan efisien;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 21 TAHUN
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG
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Pasal |
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2017 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

Pasal 2
Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang
diwajibkan menyampaiakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah :
Bupati Bengkayang;

. Wakil Bupati Bengkayang;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan
Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati

Staf Ahli Bupati

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan Bengkayang
Pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI BENGKAYANG
ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd
YUSTIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR 42
%‘,/: \$a'1‘}r: ai dengan aslinya

GIAN HUKUM,

% /
S A

19741011 200604 1 013



ASUS
Typewritten text
Pada tanggal 28 Agustus 2024

ASUS
Typewritten text
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS
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